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BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 10 2011
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 11
TAHUN 2009 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2008 - 2013

WALIKOTA SUKABUM]I,

Menimbang :  bahwa sehubungan dengan adanya penyelarasan
RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 terhadap
RPJMN Tahun 2010-2014 dan revisi RPJMD Provinsi
Jawa Barat Tahun 2008-2013, serta sejalan dengan
perkembangan dan dinamika kegiatan pembangunan
dewasa ini, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor
11 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Utama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 perlu diubah
dan disesuaikan kembali dengan membentuk Peraturan
Walikota Sukabumi;



Mengingat

1.

0.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16
dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

5. Undang-Undang.........




Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang..........




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4761);

17. Peraturan Pemerintah..........




17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2010 - 2014;

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun
2007 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor
2);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah dan Kota Sukabumi (Lembaran
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah...........




Memperhatikan

24.

25.

26.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi 2005 -
2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi 2008 -
2013 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun
2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 16).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
517);

3. Peraturan Bersama.............




Menetapkan
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3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,

Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan
Nomor 28 Tahun 2010 tentang

Nomor 0199/M PPN/04/2010

Nomor PMK 95/PMK 07/2010

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah  Nasional
(RPJMN) 2010-2014;

4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun
2009 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 (Berita Daerah
Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SUKABUMI NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
INDIKATOR ~ KINERJA ~UTAMA  RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA SUKABUMI TAHUN 2008 - 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota
Sukabumi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Indikator
Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun
2008-2013 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009
Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan.........



1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

1)

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Kota Sukabumi Tahun 2008-2013
adalah dokumen perencanaan pembangunan
Daerah Kota Sukabumi yang berisi indikator
kinerja tahunan untuk kurun waktu 2009 - 2013
yang merupakan penjabaran dari target kinerja
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008 -
2013.

Indikator Kinerja Utama Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008-2013
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dalam
merencanakan program, kegiatan, dan indikator
kinerjanya, wajib mengacu pada Indikator Kinerja
Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013
yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.



Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Juni 2011

WALIKOTA SUKABUM]I,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUM]J,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 10



